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Parpol Kecil Mengarah
ke Konfederasi

Keputusan
konfederasi diambil
jika mereka tidak
lolos verifikasi.

Eko SuPRIHATNO

ERATNYA persyarat-
an verifikasi membuat
sejumlah partai kecil
mempertimbangkan
kemungkinan untuk melaku-
kan konfederasi atau pengga-
bungan. Partai politik (parpol)
yang lolos ambang batas parle-
men (parliamentary treshold /PT)
menjadi incaran utama.

Opsi ini merupakan salah satu
cara untuk menyiasati tuntutan
syarat verifikasi ulang parpol,
sesuai UU Parpol. Keputusan
konfederasi diambil jika mereka
tidak lolos verifikasi.

“Kami sebenarnya siap, tapi
memang verifikasi itu tidak
mudah. Kalau sudah lolos veri-
fikasi, juga tidak mudah saat

mengikuti pemilu. Saat ini, kami
tengah menjajaki kemungkinan
penggabungan parpol (kon-
federasi). Prospeknya adalah
partai-partai yang lolos PT,”
ungkap Ketua Umum Partai
Matahari Bangsa (PMB), Imam
Addaruqutni, kepada Media In-
donesia, di Jakarta, Senin (3/1).

UU Parpol yang baru menun-
tut semua parpol untuk memili-
ki kepengurusan di 33 provinsi,
75% kabupaten/kota di setiap
provinsi, dan 50% kecamatan di
setiap kabupaten/kota. Parpol
harus mempunyai kantor tetap
pada tiap tingkatan. Parpol
memiliki waktu kurang dari
setahun untuk mempersiapkan
syarat-syarat itu.

Sebelum direvisi, UU Parpol
hanya mensyaratkan kepengu-
rusan di 75% provinsi, 50%
kabupaten/kota, dan 50% di
kecamatan.

Bukan tanpa alasan kenapa
PMB membidik parpol yang
lolos PT. Pasalnya, posisi parpol
yang duduk di kursi parlemen

dianggap membawa keun-
tungan bagi kedua belah pihak.
“Asalkan tidak bersifat akuisisi.
Intinya kami mencari pilihan
yang memiliki risiko paling
kecil,” papar Imam.

Opsi konfederasi juga ditem-
puh Partai Bintang Reformasi
(PBR). Bedanya, PBR tidak
berupaya melakukan verifikasi
terlebih dulu. “PBR tidak akan
melakukan verifikasi dengan
nama PBR. Kami akan meng-
ikuti verifikasi dengan partai
yang lolos PT. Syarat verifikasi
padarevisi undang-undang par-
pol tidak memungkinkan diikuti
PBR. Infrastruktur kami babak
belur,” beber Ketua Umum PBR,
Bursah Zarnubi.

Mencari kecocokan

Berkaca dari hasil Pemilu 2009
lalu, PBR hanya mampu meraup
perolehan suara 1,21%. Jumlah
suara yang terhitung sangat
kecil apabila tetap dipaksakan
melakukan verifikasi demi ber-
tarung di Pemilu 2014.

Bursah mengaku pihaknya
saat ini tengah melakukan pen-
dekatan pada sejumlah parpol
yang lolos PT. Jika berhasil
mencapai kesepakatan, PBR
siap melakukan verifikasi de-
ngan menggunakan nama par-
tai induk.

“Kami sedang mencari keco-
cokan dan menyusun agenda
agar aspirasi PBR dapat ditam-
pung dan disalurkan untuk bisa
tampil pada Pemilu 2014.”

Beberapa waktu lalu, Bursah
menyatakan pihaknya tengah
menjajaki kemungkinan ber-
gabung dengan PAN, Gerindra,
atau Partai Golkar.

Pada Pemilu 2009 lalu, ada
sembilan parpol yang berhasil
lolos ketentuan ambang batas
parlemen sebesar 2,5%. Me-
reka adalah Partai Demokrat,
Partai Golkar, PDIP, PKS, PPP,
PAN, PKB, Partai Hanura, dan
Partai Gerindra. Saatini, tengah
mengemuka usulan agar PT di-
naikkan pada level 3%-5%.

Penggabungan kekuatan

juga dilakukan oleh Sekjen
Forum Persatuan Nasional
(FPN), Didi Supriyanto. Ia me-
ngatakan FPN yang beranggo-
takan 17 parpol kecil memilih
bergabung dan membentuk
partai baru.

Direktur Eksekutif Centre
for Electoral Reform (Cetro)
Hadar N Gumay mengatakan,
beratnya syarat verifikasi ulang
juga dialami parpol menengah
di dalam parlemen. “Untuk
Gerindra, Hanura, PKB, bahkan
PKS pun perkiraan saya mere-
ka harus bekerja keras untuk
menyiapkan kepengurusan,
terutama di tingkat kecamatan,”
ungkap Hadar.

Ia mengkritik pemberatan
syarat verifikasi parpol itu.
Menurut Hadar, pengetatan
jumlah parpol secara buta justru
dapat berbahaya dan tidak adil.
Pendirian parpol tidak seharus-
nya dibatasi. (*/Ide/P-4)

suprihatno@
mediaindonesia.com
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SYARAT VERIFIKASI BERAT: Petugas memasang bendera partai politik di atas Gedung KPU, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sejumlah partai kecil mempertimbangkan untuk
melakukan penggabungan partai (konfederasi) karena beratnya syarat dalam verifikasi ulang.

PKS Tawarkan One Man One Vote

PARTALI politik (parpol) me-
nengah merasa terdesak de-
ngan rencana penaikan angka
ambang batas parlemen (par-
liamentary threshold /PT) yang
tinggi dan penambahan jumlah
daerah pemilihan (dapil).

Pembaruan metode per-
hitungan suara pemilu pun
digulirkan dalam revisi Un-
dang-Undang (UU) Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilu.
UU ini memuat mekanisme
penghitungan suara melalui
metode kuota. Wilayah dengan
penduduk besar belum tentu
mendapatkan alokasi kursi
yang besar.

Di Jawa, setiap kursi harus

mewakili sekitar 400 ribu pen-
duduk. Sementara di luar Jawa
setiap kursi mewakili sekitar
250 ribu-300 ribu penduduk.
Wakil Ketua Dewan Pimpin-
an Pusat Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) Agoes Poernomo
menyatakan metode ini harus
diubah. PKS menawarkan me-
tode one man one vote, artinya
perhitungan suara harus ber-
dasarkan jumlah penduduk.
“Metode kuota diputuskan
berdasar luas wilayah, sedang-
kan metode one man one vote
berdasarkan keterwakilan pen-
duduk. Padahal, demokrasi
itu keterwakilan orang, bukan
wilayah,” tegasnya ketika dihu-
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Agoes Poernomo
Wakil Ketua DPP PKS

bungi di Jakarta, kemarin.

Ia menyatakan metode kuota
bergulir dalam UU Pemilu un-
tuk kepentingan parpol besar
yang memiliki basis konstituen
di luar Jawa. Parpol tersebut

adalah Partai Golkar dan Partai
Demokrat.

Padahal, metode kuota me-
nimbulkan ketimpangan ke-
terwakilan. Satu kursi di Jawa
memiliki harga konstituen yang
lebih mahal daripada di luar
Jawa. Metode baru ini perlu
diperbarui dengan mempertim-
bangkan penambahan jumlah
penduduk. Jika parpol besar
mempertahankan metode ini,
berarti mereka hanya berpikir
soal kemenangannya saja.

Menurut Agoes, penerapan
metode baru ini dapat berban-
ding lurus dengan ide penam-
bahan dapil. Pertimbangan
penambahan dapil karena pe-

nambahan penduduk. Berarti
keterwakilan penduduk juga
harus masuk sebagai pertim-
bangan.

Sebelumnya, Golkar juga
mengusulkan agar dapil diper-
besar dari 77 dapil saat ini. In-
donesian Parliamentary Center
(IPC) menyarankan agar dapil
diperkecil dari 3-10 kursi setiap
dapil DPR atau 3-12 kursi setiap
dapil DPRD menjadi 3-6 kursi
setiap dapil DPR dan DPRD.
“Dengan menerapkan sistem
ini, penyederhanaan akan bisa
efektif berjalan tanpa konse-
kuensi yang begitu besar,”
kata Ahmad Hanafi, dari Divisi
Riset IPC. (AO/P-4)

Selengkapnya di mediaindonesia.com
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Arogansi PSSI Berbalut
Aturan Formal

PENGANTAR

T ""-..___“_,_.___—-.’r?

. \} iy

MI/RAMDANI

KEBERHASILAN tim nasional sepak bola Indonesia ke final Piala
AFF 2010 tidak menjadikan PSSI melirik kemampuan seorang
Irfan Bachdim. Atas nama aturan, mereka mengancam, kalau
striker Persema ini tetap tampil di Liga Primer Indonesia (LPI),
namanya dicoret dari daftar timnas yang bakal berlaga dalam
U-23 Pra-Olimpiade.

Arogansi PSSI yang dibalut dengan aturan formal membuat
popularitas Irfan semakin melambung. Tepatkah tindakan orga-
nisasi sepak bola nasional itu? Sejumlah pembaca memberikan
tanggapannya di Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum
Medlia Indonesia, dan Interupsi@mediaindonesia.com. Berikut

petikannya.

Jangan Takut

IRFAN jangan ragu dan takut. Tidak lama lagi pengurus PSSI akan
direformasi kok, karena kinerja mereka jelek.

Ego PSSI

Ning

BERTAHAN saja di Persema. Kalau sampai Irfan hengkang, itu
akan menjadi kemenangan ego PSSI mengebiri hak WNI bertan-
ding membela bangsanya di timnas.

Rizal

Soal Ancaman Nomor Satu

KALAU soal ancam-mengancam, PSSI boleh dibilang nomor satu
deh. Namun, kalau kedisiplinan, kemajuan sepak bola, jauh pang-
gang dari api. Lihat saja soal LPI mereka kebakaran jenggot.

Violeta

Rezeki bukan dari PSSI

JANGAN bimbang dan jangan ragu ya, Irfan. Rezeki itu datang-

nya dari Tuhan, bukan PSSI.

Bikin Muak

Nahop

KALAU sampai Irfan enggak masuk timnas, saya sedih. Namun, kalau
Nurdin Halid dkk keluar dari kepengurusan PSSI, Alhamdulillah.

Aturan Busuk

Wak Haji

JANGAN rampas juga kebanggaan kami terhadap timnas dengan

aturan busuk.

Fajar Eko

Kapan PSSI Berhasil?

SELAMA ini kiprah PSSI berhasil atau enggak? Indonesia menjadi
runner up di Piala AFF karena jasa timnas. Jangan disia-siakan.
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PERSPEKTIF

Monarki versus
Demokrasi di DIY

AKHIR 2010 ditutup dengan
memanasnya hubungan peme-
rintah pusat dengan salah satu
daerah yang mendapat posisi
istimewa dalam sejarah bangsa
Indonesia.

Bermula dari pernyataan Pre-
siden Susilo Bambang Yudhoyo-
no pada 27 November 2010 yang
menyematkan predikat monarki
pada Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Sistem itu
dinilai bertabrakan dengan kons-
titusi dan demokrasi.

Pemerintah berkeinginan
mengubah kondisi tersebut da-
lamRancangan Undang-Undang
Keistimewaan DIY (RUU KDIY).
Pengisian posisi Gubernur dan

Wakil Kepala Daerah DIY akan
dilakukan melalui mekanisme
pemilihan. Bukan penetapan
Sri Sultan Hamengku Buwono
dan Sri Paduka Alam secara
otomatis, seperti yang selama ini
diterapkan.

Negeri ini pun diramaikan
dengan pro-kontra ‘monarki
versus demokrasi’. Aksi peno-
lakan masyarakat Yogyakarta
terhadap RUU KDIY terus ber-
langsung meski Presiden telah
mengklarifikasi pernyataannya
tentang monarki itu.

“Penjelasan SBY itu normatif
dan belum menyentuh esensi
tuntutan kami,” kata Ketua
Paguyuban Lurah se-DIY, Mul-

yadi.

Hasil rapat paripurna DPRD
Provinsi DIY memilih penetap-
an ketimbang pemilihan. Se-
mua fraksi setuju, kecuali Partai

Demokrat. Sikap ini didukung
oleh Dewan Perwakilan Daerah
(DPD). Wacana referendum pun
muncul sebagai bentuk kekece-
waan masyarakat Yogyakarta.

EBET

Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Gamawan Fauzi
akhirnya menjadi sasaran tem-
bak. Dalam Sidang Paripurna
DPR RI (16/12) yang bahkan

tidak mengagendakan soal RUU
KDIY, anggota DPR memaksa
Mendagri turun dari podium,
saat akan membacakan sikap pe-
merintah atas RUU Parpol.

Mendagri menegaskan bahwa
suara DPRD itu tidak menjadi
acuan karena tidak terkait lang-
sung dalam mekanisme pem-
buat kebijakan.

Berbagai kalangan menilai
pernyataan itu menunjukkan
rendahnya kemampuan peme-
rintah dalam menyerap aspirasi
daerah.

Menurut Wakil Ketua Kon-
sorsium Reformasi Hukum Na-
sional (KRHN) Yulianto, meski
tidak terlibat secara langsung
dalam membuat mekanisme
kebijakan UU, DPRD seharusnya
tetap dilibatkan.

“Padahal, Presiden dalam
pidatonya waktu itu mengata-
kan akan membuka ruang bagi
aspirasi rakyat dan Keraton Yog-
yakarta,” ujar pengamat politik

dari Universitas Gadjah Mada,
Ari Dwipayana, yang juga salah
satu perumus draf RUU KDIY.

Padahal, Ketua Tim Pokja
Konsolidasi Yogyakarta, Arbi
Sanit, mengatakan masyarakat
Yogyakarta ingin Sultan menjadi
gubernur dengan sistem pengu-
kuhan (penetapan).

Pemerintah seharusnya mem-
perkuat proses penyerapan
aspirasi masyarakat sebelum
membuat sebuah kebijakan. Di
sisi lain, melalui peristiwa ini
konsep otonomi daerah yang
diterapkan sejak 1999 pun me-
nemukan cerminnya.

Di kemudian hari, jika tak ada
pola komunikasi yang sehat,
otonomi daerah hanya akan me-
nelurkan berbagai celah ketidak-
harmonisan antara pusat dan
daerah. Inilah pekerjaan rumah
bagi pusat untuk 2011. Bagaima-
namemaknai aspirasi daerah itu
menjadi lebih arif dan bijaksana?
(Anata Syah Fitri/P-4)
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EDITORIAL

Ani, Puan,
dan Ical

TAHUN 2011 baru berumur empat hari. Namun,
agenda partai-partai, terutama partai besar, mulai
terseret ke pencarian tokoh calon presiden untuk
Pemilihan Umum 2014 yang masih tiga tahun lagi.

Nama Ani Yudhoyono, Puan Maharani, dan Abu-
rizal Bakrie paling santer disebut. Bahkan santer pula
diperdebatkan peluang dan tantangan mereka.

Ani adalah istri Presiden Susilo Bambang Yudho-
yono, tokoh paling berkuasa di Partai Demokrat.
Puan adalah putri Megawati Soekarnoputri, Ketua
Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Aburizal Bakrie, yang akrab disapa Ical, adalah Ke-
tua Umum Partai Golkar.

Adakah yang salah dengan pemunculan nama-
nama itu dalam bursa pencarian calon presiden
2014? Tidak ada yang salah, memang. Demokrasi
telah memberi hak kepada setiap anak bangsa untuk
menjadi presiden. Bukan monopoli siapa-siapa.

Akan tetapi, adalah sebuah kekeliruan besar ketika
partai-partai mulai tersita oleh agenda calon presiden
2014 sejak hari ini, tiga tahun dari waktunya. Selu-

ruh energi pemimpin )
m Kasihan
rakyat yang

partai disandera un-
tuk kepentingan calon

kepentingannya
terlalu dini

daripada kepentingan
ditinggalkan

publik.
Coba dibayangkan

kepentingan partai

dan calon. ”

kalau Partai Demokrat
sejak sekarang me-
nyepakati Ani Yudho-
yono sebagai calon me-
reka untuk bertarung
di 2014. Menurut kal-
kulasi para petinggi
Demokrat, peluangnya
semakin besar kalau
berpasangan dengan
Puan Maharani.

Ketetapan hati seperti itu, suka atau tidak suka,
akan sangat memengaruhi fokus agenda SBY pada
persoalan-persoalan rakyat banyak. Sadar atau tidak,
SBY akan terbawa dalam agenda itu. Konsentrasi
dan komitmen pada kepentingan publik akan dika-
caukan pertimbangan-pertimbangan popularitas
Ibu Ani.

Kapasitas dan kapabilitas SBY sebagai pemimpin
negara terlalu dini disempitkan pada wilayah Partai
Demokrat dan pencalonan Ibu Ani. Sayang tiga ta-
hun yang tersita terlalu dini. Sayang juga bila waktu
lima tahun hanya dipergunakan optimal dua tahun
untuk kepentingan publik.

Dari perspektif yang sama, keluhan serupa juga
patut dialamatkan kepada Ical. Sebagai anggota
koalisi, apalagi sebagai ketua harian sekretariat
gabungan, pencalonan dirinya oleh Golkar terlalu
dini diagendakan.

Sebagai anggota koalisi, harus ada keterikatan
etis juga. Tidaklah etis jika pemimpin partai ang-
gota koalisi sejak dini memosisikan diri sebagai
penantang calon-calon lain. Padahal koalisi diben-
tuk untuk menyatukan komitmen paling tidak agar
tidak terlibat kompetisi terlalu dini. Hanya dengan
begitu koalisi aman.

Bagi Puan, sesungguhnya tidak salah jika sejak
awal namanya dimunculkan sebagai calon presi-
den. Itulah tabiat oposisi yang wajar. Tetapi ketika
dimunculkan sebagai pendamping Ani Yudhoyono,
peluang Puan sebagai oposisi terancam.

Jadi, tidak ada yang salah jika mereka semua
berniat menjadi presiden. Namun, momentumnya
terlalu dini. Kasihan rakyat yang kepentingannya
terlalu dini ditinggalkan kepentingan partai dan
calon. Dan, jangan lupa untuk mengasah sensitivi-
tas agar tidak terjebak pada nafsu-nafsu pelestarian
kekuasaan klan yang terbukti keliru di masa lalu.

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

PAUSE

Radiasi Ponsel Picu
Perilaku Anak

HATI-HATI dengan radiasi telepon seluler. Penelitian
terbaru menemukan radiasi yang
dipancarkan ponsel bisa meme-
ngaruhi perilaku anak. Ibu yang
kerap menggunakan telepon
seluler saat hamil berpotensi
melahirkan anak yang menga-
lami gangguan perilaku.
Penelitian dilakukan terhadap
100 ribu ibu hamil pada 1996-2002.
Penelitian mencatat seluruh rekam jejak kesehatan anak-
anak mereka setelah dilahirkan. Saat anak-anak berusia
tujuh tahun, para ibu kembali diwawancarai soal kesehatan
dan perilaku anak. Hasilnya, sekitar 50% anak yang kerap
terekspos radiasi ponsel saat dalam kandungan, setelah di-
lahirkan mengalami gangguan perilaku, seperti hiperaktif
dan sulit berkonsentrasi. (ScienceDaily / Mps/ X-6)

PATA AREADI
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IWET RAMADHAN
MERAMBAH TAS

Setelah membuat lini busana
dengan merek TikShirt, pada
tahun lalu, kini presenter
berusia 29 tahun ini sudah
bersiap mengeluarkan
produk tas.

Sosok, Him 13

ANTARA/ANDIKA WAHYU

DI ANTARA DUA PILIHAN: Striker timnas Indonesia Irfan Bachdim saat mengikuti latihan menjelang
pertandingan final leg kedua Piala AFF 2010 di Senayan, Jakarta, Senin (27/12/2010).

Irfan Dipanggil Pelatnas

IRFAN Bachdim dan Kim Jef-
frey Kurniawan memang belum
memutuskan apakah bermain di
kompetisi Liga Primer Indonesia
(LPI) bersama Persema Malang
atau ikut salah satu klub peserta
Liga Super Indonesia (LSI).
Namun, Deputi Bidang Teknik
Badan Tim Nasional (BTN)
Iman Arif tetap memasukkan
kedua pemain dalam pemusat-
an latihan nasional (pelatnas)
U-23 menjelang Pra-Olimpiade
2012 yang dimulai 7 Januari.
Kim belum bisa bermain
sepenuhnya karena masih da-
lam proses pemulihan cedera
pergelangan kaki. Hanya saja,
Iman mengaku hal itu bukan
masalah. “Ya, Irfan dan Kim
dipanggil untuk masuk timnas.
Cedera bisa kita pertimbangkan

karena bisa masuk rehabilitasi
timnas. Saya siapkan fisioterapi
dan tim kedokteran. Skill dan
kemampuan akan kita evaluasi
sambil seleksi berjalan,” Iman
memaparkan.

Dari 75 pemain yang akan
melakukan seleksi, Iman mene-
gaskan beberapa di antaranya
ada sejumlah calon pemain
yang akan dinaturalisasi. Na-
mun, Iman mengaku belum bisa
membeberkannya saat ini.

Di sisi lain, PSSI meminta
Irfan untuk tidak takut memu-
tuskan kontrak dengan Persema
termasuk ancaman membayar
denda dua kali dari nilai kon-
trak.

Menurut Sekjen PSSI Nugraha
Besoes, Irfan bebas ke luar dari
Persema. “Karena saya sudah

mempelajari kontrak pemain.
Isi kontraknya hubungan ke-
dua belah pihak hanya untuk
bermain di ISL (Liga Super In-
donesia),” cetusnya.

Direktur Bidang Hukum dan
Peraturan PSSI Max Boboy
menambahkan Irfan justru
akan menyalahi aturan dan
bisa terkena sanksi PSSI jika
bergabung dengan LPIL.

Hanya saja pengurus LPI
tidak patah semangat untuk
merayu Irfan agar mau bermain
di LPI. Kemarin, bertempat di
kantor LPI, General Manager
LPI Arya Abisheka meminta
agar Irfan dan Kim tidak keluar
dari Persema. “Mereka menang-
gapinya secara positif. Memang
belum ada hitam di atas putih,”
ujar Arya. (NG/BN/*/R-1)

Pertumbuhan tanpa Kualitas

| 2006 | 2007 |2008 | 2009 |2010

PERTUMBUHAN ekonomi
Indonesia belum berkuali-
tas. Walaupun pemerintah
memproyeksikan pertumbu-
han ekonomi mencapai 6% di
2010 atau di atas asumsi 5,8%,
ternyata tingkat ketimpangan
pendapatan masyarakat tidak
berubah signifikan.

Hal itu tecermin dari rasio
Gini yang mengukur ketimpa-
ngan pendapatan penduduk se-
cara menyeluruh. Menurut Di-
rektur Eksekutif Indef Ahmad
Erani Yustika, dalam lima tahun
terakhir rasio Gini hanya turun
0,012, yakni dari 0,343 pada 2005
menjadi 0,331 pada 2010.

Rasio Gini membentang dari
nol sampai satu. Nol menunjuk-
kan pemerataan, satu melam-
bangkan ketimpangan.

“Pertumbuhan kualitasnya
masih jauh dari baik. Problem
kesenjangan antara masyara-
kat miskin dan kaya semakin
besar,” ujar Erani.

Berbeda dengan Menteri
Koordinator (Menko) Pereko-
nomian Hatta Rajasa yang
mengklaim pertumbuhan eko-
nomi Indonesia sudah efektif
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

“Pengangguran susut menjadi

® Pertumbuhan
ekonomi (%)

® Rasio Gini* | 0,36 |

‘5,5 ‘ 6,3 ‘ 6,0 ‘ 4,5 ‘ 5,8

0,37 | 0,37| 0,36 | 0,33

® Pengangguran (%) | 16,58 | 15,42 | 8,46 | 8,14 | 7,14

| 39,3

® Kemiskinan (juta)

0=Pendapatan merata, 1= Pendapatan timpang

7,14%, tahun-tahun sebelumnya
masih double digit. Penduduk
miskin yang dientaskan dari
2009 ke 2010 berjumlah 1,5 juta
jiwa, atau dari 14,1% menjadi
13,3%,” ujar Hatta dalam evalu-
asi perekonomian, kemarin.

Hatta juga mengatakan rasio
Gini di Indonesia lebih baik da-
ripada negara-negara berkem-
bang lain. “Gini ratio di India
sekarang 0,4. Di Amerika Latin
juga cukup tinggi.”

Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail: interupsi
@mediaindonesia.com
atau mediaindonesia.com
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Sementara itu, Kepala Badan
Pusat Statistik Rusman Heri-
awan memaparkan, pada 2010
rata-rata pendapatan masya-
rakat golongan rendah yang
berjumlah 50,15 juta jiwa (me-
wakili 60% masyarakat pene-
rima pendapatan) mencapai
US$2.284 / tahun (sekitar Rp20,5
juta/tahun).

Rata-rata pendapatan golong-
an menengah yang berjumlah 25
jutajiwa (30%) US$5.326 / tahun
(Rp47,9 juta/ tahun).

Adapun golongan atas
yang berjumlah 8,3 juta jiwa
(10%) rata-rata berpendapat-
an US$14.198/tahun (Rp127,7
juta/tahun). (Mad/X-10)
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Setgab
Poles

Capres

Demokrat

Demokrat dan PDIP sudah membicarakan
pasangan calon presiden dan calon wakil

presiden.

ArYo BHawoNO

EKRETARIAT Gabung-
an (Setgab) Koalisi Par-
tai Politik pendukung
pemerintah terancam
rontok. Setgab dikhawatirkan
hanya dimanfaatkan untuk
memoles citra calon presiden
(capres) Partai Demokrat.
Partai Demokrat sudah meng-
gadang-gadang Kristiani He-
rawati alias Ani Yudhoyono
sebagai bakal
capres pada
Pemilihan Pre-
siden (Pilpres)
2014. Dua na-
ma lain yang
ikut dielus-
elus Demokrat

dicalonkan, ia punya trah politik
yang jelas.”

Sudah berbeda

Panasnya situasi politik menu-
ju 2014 yang dimulai tahun ini
juga dinilai Priyo sebagai hal
yang wajar karena pada 2014
semua calon dan partai punya
kesempatan yang sama setelah
Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono tidak bisa lagi maju
mencalonkan diri.

Namun, lan-
jut Priyo, Gol-
kar belum ber-
pikir menyiap-
kan nama-na-
ma calon yang
akan dimaju-
kan dalam

ialah Pramono pertarungan.
Edhie Wibowo Dia mengakui
dan Anas Ur- bahwa di inter-
baningrum. MMIRFAN — nal partai, ba-
Ruhut Sitom- : nyak kader di
pul, juru bicara Demokrat jangan - yaeran yang
Demokrat, di menyalahgunakan meminta Abu-

Jakarta, ke-
marin, menan-
daskan bahwa
partainya
memberikan
ruang bagi pe-
nguatan tiga
kader itu, baik
untuk penci-
traan maupun
pengasahan
kemampuan.

Niat Demokrat untuk mem-
beri ruang penguatan kepada
tiga bakal capres itu mengusik
Partai Golkar.

Bambang Soesatyo dari Gol-
kar langsung memperingatkan
Demokrat untuk tidak meman-
faatkan setgab.

“Demokrat menyalahgu-
nakan setgab untuk sarana
penguatan dan pembangunan
citra capresnya. Koalisi ini
milik bersama, bukan milik
Demokrat,” ujar Bambang.

Setgab terdiri dari enam par-
pol, yaitu Partai Demokrat,
Partai Golkar, Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Amanat Na-
sional, Partai Persatuan Pemba-
ngunan, dan Partai Kebangkitan
Bangsa. Sejauh ini Demokrat
dan Partai Golkar sudah me-
nyebut nama capres.

Golkar mengelus ketua um-
umnya, Aburizal Bakrie, se-
dangkan PKS baru sebatas
keinginan untuk mengusung
capres sediri.

Ketua DPP Partai Golkar
Priyo Budi Santoso menilai
wajar jika semua partai mulai
berancang-ancang menyiapkan
capres dari sekarang. Mengenai
figur Ani Yudhoyono, Priyo
menganggapnya sebagai calon
yang secara garis keluarga me-
miliki peluang untuk maju se-
bagai capres. “Figur Ani layak

capresnya.”

Setgab dan Capres

setgab untuk sarana
penguatan dan
pembangunan citra

Bambang Soesatyo
Kader Partai Golkar

rizal untuk
maju sebagai
capres.

“Saat ini Par-
tai Golkar ma-
sih menjajaki
kemungkinan
untuk berko-
alisi dengan
partai politik
lain, seperti
Demokrat, PKS, atau PAN,”
katanya.

Akan tetapi, sejauh ini,
Demokrat lebih tertarik untuk
berkoalisi dengan PDIP. “Pen-
jajakan koalisi PDIP-Demokrat
itu, antara lain, membicarakan
pasangan calon presiden dan
calon wakil presiden,” kata Ke-
tua Dewan Pertimbangan Pusat
PDIP Taufiq Kiemas.

Menurut Taufig, pembicaraan
soal calon presiden dan calon
wakil presiden baru sebatas ga-
gasan dan mencari kesamaan
platform, belum membicarakan
figur.

Menurut Taufiq, gagasan
untuk menduetkan pasangan
capres-cawapres dari PDIP dan
Demokrat tidaklah terlalu di-
ni. “Kalau orang bilang terlalu
cepat, ya, dua tahun lagi sudah
tahun 2013, sudah memasukkan
daftar calon (buat legislatif). Jadi
dua tahun ini sudah mulai,” ujar
Taufiq.

Apakah isu capres merontok-
kan setgab? Peneliti Burhanud-
din Muhtadi mengatakan tanpa
bicara capres pun, anggota set-
gab sudah berbeda. Ketua Fraksi
PKB DPR Marwan Jafar menilai
isu capres prematur. Namun
bagi Wakil Sekjen PPP Roma-
hurmuziy, isu itu menyehatkan
demokrasi. (Din/X-3)
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PARTAI DEMOKRAT

1. Partai Kristiani Herawati Yudhoyono
Demokrat = Anas Urbaningrum

Pramono Edhie Wibowo v *

2. Golkar Aburizal Bakrie )S;(
SEJAHTERA PAN

3. PKS Siapkan calon sendiri PARTAI AMANAT NASIONAL
4. PAN Belum bersikap
5. PKB Belum bersikap Z
6. PPP Belum bersikap PKB
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